BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI|I SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 75
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah,
diamanatkan bahwa  Penyertaan  Modal
Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai
Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar serta
untuk peningkatan cakupan pelayanan air
minum kepada masyarakat guna mencapai
target Millenium Development Goals (MDGs),
diperlukan tersedianya sarana dan prasarana
air minum yang didukung dengan Penyertaan
Modal Pemerintah = Kabupaten  Polewali
Mandar;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo
Kabupaten Polewali Mandar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang S5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan  Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 35,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Penbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 17,
Tambahan  Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004
tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005
tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali
Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5202;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan  Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.07/2012  tentang Hibah  dari
pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman
Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perusahaan Daerah Air Minum
(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2013 Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menetapkan

dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI
MANDAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali
Mandar.

5. Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo
Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya
disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air
Minum Wai Tipalayo Polewali Mandar.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Penyertaan Modal daerah adalah setiap usaha

dalam menyertakan modal pemerintah daerah
pada suatu usaha bersama dengan pihak
ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.

. Pembiyaan Daerah adalah semua penerimaan

yangperlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada Tahun Anggaran yang bersangkutan
maupun pada  Tahun-Tahun  Anggaran
berikutnya.

.Investasi Daerah adalah Penggunaan asset

memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
royalti, manfaat social dan/atau manfaat
lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemanpuan pemerintah dalam rangka pelayan
kepada masyarakat.



BAB 1II

MAKSUD DAN TUJUAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1) Maksud penyertaan modal daerah pada PDAM
adalah untuk peningkatan sarana dan
prasarana air bersih/air minum dan
peningkatan cakupan pelayanan PDAM
kepada masyarakat.

(2) Tujuan penyertaan modal daerah pada PDAM
adalah untuk:

a. menyelenggarakan dan meningkatkan
pelayanan airminum/air bersih khususnya

kepada masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR);

b. menambah permodalan PDAM dalam rangka
pengembangan investasi; dan

c. peningkatan cakupan pelayanan air minum
kepada masyarakat guna mencapai target
Millenium Development Goals (MDGs).

BAB III

BESARAN DANA SUMBER
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Besaran dana penyertaan modal daerah
kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp.
2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bersumber dari
Program Hibah Air Minum bantuan AusAID.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1) Penyertaan modal daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang
dan akan dianggarkan pada APBD Perubahan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran
2014.

(2) Penggunaan dana penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang
melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga,
sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.

(3) Penatausahaan dan  pertanggungjawaban
pengelolaan  penyertaan  modal daerah
dilaksanakan sesuai dengan = Peraturan
perundang-undangan.



BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya  dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 17 / TAHUN 2014)



